
112 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 1. Keabsahan Akta Jual Beli hak atas tanah yang berbasis utang piutang 

dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615K/Pdt/2020 

menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT tidak sah 

dan batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan 

Akta Jual Beli oleh PPAT mendasarkan pada akta PPJB dan akta 

Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi syarat 

materiil suatu akta autentik yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab 

yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan 1337 

KUHPerdata, dengan demikian hal tersebut juga membatalkan 

pencoretan nama dalam sertipikat tanah dari Penggugat kepada 

Tergugat yang dilakukan oleh BPN. 

 2. Mekanisme pengembalian hak atas tanah terhadap peralihan hak atas 

tanah yang dibatalkan oleh putusan pengadilan dalam Perkara Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1615K/Pdt/2020 dapat dilakukan dengan 

cara mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan dan 

melampirkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pencoretan dan 

pengembalian hak pada sertipikat tanah ke Nama Pemegang Hak 

sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan 

(2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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B. Saran 

 1. Hakim dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1615K/Pdt/2020 sebaiknya memberikan pertimbangan hukum dengan 

menyebutkan dasar hukum yang digunakan untuk memutus suatu 

perkara agar terdapat kejelasan aturan terhadap suatu permasalahan, 

misalnya disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata 

yang mengatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat tanpa sebab 

atau dibuat dengan sebab yang palsu tidaklah mempunyai kekuatan, 

bahwa dalam perkara sebab pembuatan perjanjian jual beli tidak 

sesuai dengan sebab yang sebenarnya, yaitu perjanjian pinjam 

meminjam uang dengan jaminan. 

 2. Pihak yang berkepentingan dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1615K/Pdt/2020 sebagai Pemegang hak atas tanah yang sah 

diharapkan berperan aktif pada proses pengembalian hak atas tanah 

terhadap peralihan hak atas tanah yang dibatalkan oleh pengadilan. 

Hal tersebut sebagai upaya mempercepat proses pengembalian hak 

atas tanah di BPN. 

 


